PROPINS! DAERAM TINGKAT 1| DALl

NOMOR : 24.

TAHUN : 1977. SERT : D. NO. : 24,

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAHM TINGKAT | BALI

NOMOR : 4 TAHUN 1976.
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN 'TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAR,
DAERAH TINGKAT [ BALI DAN SEKRETARIAT DIEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH TINGKAT 1 BALL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I BALI

Menimbang : |,

|35
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Bahwa untuk mencapal renycelenggaraan Pemefintahan se-
cara lebih berctaya guna dan berhasil guna, meka dipan-
dang perlu menetapkan susunan, Organisasi dan Tata Ker-
ja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tigkat 1 Bali.

Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Da-
erah Propinsi Bali yang ditetapkan dengan surat Keputu-
san Clubernur Kepals Dacrah Propinsi Bali No, IB9/AP.
14/4/1043 tanggal 25 Oktober 1972 tidak sesuni lagi
dengan perkembangan dewasa ini.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.
26 Tahun 1974 tanggal 1 Ckiobér 1974 Biro DPRD pa-
da Sekretariat Daerah Propinsi Bali berfungsi sebagai Se-
kretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat T Bali sebelum
dibentuk Sekretariat DPRD berdasarkan Undang - undang
No. 5 Tahun 1974,

Bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan
susunan. Organicasi dan Tata Kesja Sekretadat Wil yah/
Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat I Bali berdasarkan surat Keputusan



Mengingat

7
Menetapkan

Menteri Dalam Negeri No. 30 Tehun 1976 tanggal 1 Ma-
ret 1976, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata
WKerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekreta-
riat DPRD Tingkat I.

l. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 (L.N. No. 115
Tahun 1958 TLN. No. 1649) tentang Pembentukan Dae-
rah Swatantra Tingkat 1 Bali;

Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok2 Pe-

mertintaban di Daerah;

3. Kepufuzan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun J.()?_fi
tanggal 1 Maret 1976 tentang pedoman susunan organi-
sasi danr: Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat
I dan Sekretariat Dewan Perwakilun Rakyat Daerah Ting-
kat T.

(&)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

MEMUTUSKAN :
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Su-
sunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah.
Tingkat I Bali dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Tingkat 1 Bali
LAB I
PENGERTIAN  UMUM
Pasal 1.
Dalam  Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
I. Pemerintah Dierah ialah :
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat T Bali.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 ialah :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Bali.
3. Dewan Purwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 ialah :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Bali.

2

'4-.. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 ialah

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali.

5. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I ialah :
sekretaris Wilayah/Daerah Timgkat T Bali,

6. Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1
ialah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Prasrah Tingkat T Bali.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1
flalah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali.
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8. Dinas Daerah ialah : Dinas Propinsi Deernh Tingkat |
Bali.

BAB IL
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan  Oreanisasi.
Pasal 2.

(1). Sekrctariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 adalah suatu Ba-
dan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Gubsraur Kepala Dacrah- Tingkat [ dalam
menyelenggarakan Pemerintahan di Dacrah berdagarkan
azas dekonsentrasi, dlasentralisasi dan tugas pembantuar.

(2). Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dipimpin oleh seo-
rang Sekretaris Wilayah/Dperah Tingkat 1.

Pasal 3,

Tugas Pokok Sckretariat Wilayah/Daerah Tingkat | adalah

a. menyelenggarakan pembinaan acministrasi. organisasi dan
tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan P.-
merintah Daerah, memberikan pelayasan tehnis dan ad-
ministratip kepada Gubernur Kepala Daergh  Tingkat T
dan. seluruh Perangkat Wilayoh yaag bersangkutir:

b, membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 ¢alam me-

nyelenggarakan pemerintahan dan pembangunau  aciah
Tingkat 1.

Pasal 4.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pacda pasal 3

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat | mempunyai fuagsi

4. kordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama,
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan selurul adminis-
trast, termasuk mengkordings:kan penyurunan peraturan
perundang « undangan;

b. pelayanan dalam arti memberikan pelayanan tehnis dan

- acministratip bagi seluruh satvan organisasi dalem litg-
kungan Pemerintah Daerah Tingkat T dan seluruh Perang-
kat Wilayah yang bersangkuran :

perencangan dalam arti mempersiapkan rencana, menyu-

sun program dan menilai pelaksanaan rencana ber a-

sarkan kebijaksanaan dan peraturarn perundang - undangan

yang berlaku;

d. pembinaan aciministrasi dalam arti membina urusan tata
usaha, mengelola dan membina kepzgawaian, mengeioia
keuangan dan perbekalan seria mengadakan hubunean de-
ngan Lembaga resmi dan masyarakat;



¢. pembingan orgasitasi dan tatalaksana dalam arti melaku-
kan penelitian dan pengembangan dalam rangka membina
dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan
nya.
f. pengawasan preventip clan represip dalam arti membantu
Gubernur Kepala aerah Tingkat 1 dalam mengadakan
penilaian terhadap produk produk hukum Daerah Tingkat
i1
g. Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan mem
sing keamanan dan ketert’ban kedalem.
Pasal 5.
{(1). Secara hirarkis Sekretariat Wilayah,/Daerah Tingkat I ter
; diri dari Assisten - assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I, Biro--biro, Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian;
(2). Assisten - assicten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat |
sebagai dimaksud ayat (1) diatas adalah :
a. Assisten  Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat [ b'-
dang Pemerintahar;
b.  Assisten Sckretaris Wilnyah/Daerah Tingkat 1 tidang
Ekonomi Pembangunan dan Kescjahteraan Rakya;
¢ Astisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I bidang
Umuim.
(3), Biro-biro sebagai dimaksud ayat (1) diatas adalah
g a. Biro Pemerintahan;
b, Biro Hukum dar Organisasi & Tatalaksana;
¢. Biro Keuangan;
d. Biro Perekonomian;
¢. Biro Pembangunan;
. Biro Kesejahteraan Rakyal;
g Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
h. Biro Kepegawaian dan Pendidikan & Latihan;
i. Biro Perbekalan dan Perawatan Materiil.
Bagian Kedua
Assisten Sekretaris Wilayah/Daerahh Tingkat |
Pasal 6.

Assisten Sekuetaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 ada-
lah unsur pembantu yang berada langsung di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat [

Pasal 7,

Tugas pokok Assisten Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat | adalah membantu Sekretaris Wilayah/Daersh Ting-
kat T dalam melaksanakan tugas pokok Pemerintahan Wilayah
/Daerah Tingkat I dalam bidang yang menjadi tanggung ja-
wabnye.
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Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal

7, Assigten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I mempunyai

fungsi mengkordinasikan, merencanakan, membina, membim-

bing dan meneendalikan serta mengadekan evaluasi atas ke-

giatan Biro-Biro dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya,

dan melakukan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya.
Pasal 9.

(1). Assisten Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat 1 Bidang
Pemerintahan  membawahkare Biro Pemerintahan, Biro
Hukum dan Organisasi & Totalaksana, Biro Keuangan.

(2): Asissten Sekretaris Wilayah/Dacrah Tidgkat 1 bidang -
kenomi Pembangunan dan Kesejahteraar: Rakyat mem-
bawahkan Biro Ekonomi. Biro Pembangunan dan Biro
Kesejahterann Rakyat;

(3). Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat | bidang U-
mum _membawahkan Biro Umum, Hubungan Masyarakat
dan Protokol. Biro Kepegawaian dan Perdidikan & La-
tihan, Biro Perbekalan dan Perawatan Materiil,

Bagian Ketiga
Biro Pemerintahan
Pasal 10, R
Biro Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dalom
bidang Pemerintahan.
Pasal 11.
Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 10, Biro
Pemerintahan mempunyai fungsi
. melakukan persinpun segala sesuatu untuk menyelesaikan
masalah dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan,
pemerintahan desa, kependudukan, ketertiban dan urusan
tata usaha Biro;

b. melakukan usaha - usaha dalam rangka kegiatan dibidang
ketataprajaan, pengembangan perkctaan. pemerintahan de-
sa, kependudukan. ketertiban dan pemilihan umum,

Pasal 12,
Biro Pemerintahan terdiri dari

a, Bagian Tatapraja;

b. Bagian Pengembangan Perkotaan:

¢. Bagian Pemerintahan Desa;

Bagian Kependudukan;

Bagian Ketertiban;

o
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d.

d.

Pasal 13.
Bagian Tatapraja mempunyai tugas

menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengeva-
luasikan laporar-laporan temtang pemeriatahan dari Dae-
rah Tingkat IY;
mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota
dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
mempersiapkian segala bahan yang diperlukan tentang pen-
calonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian ke
pala Wilayah/Daerah, Sekretaris Wilayali/Daerah dan Se-
kretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan ba-
tas, perubahan nama Daerah/Wilayah dan pamindahan ser-
ta perubahan nama ibu kota Daerah/Wilayah;
mempersiapkan petunjuk - petunjuk tentang penyelengga-
raan pemerintah di Daerah;
menyelenggarakan usaha - usaba dan kegiatan - kegiatan
dalam rangka pemilihan umum menurut peraturan perun-
dang - undangan yang berlaku,

Pasal 14,

Bagian pengembangan perkotaan mempunyai lugas :
merumuckan petunjuk. - petunjuk dan kebijaksanaan pe-
laksanaan pengembangan kota
menyclenggarakan usaha - usaha untuk pengembangan kota,
imenyelenggarakan kordinasi «<alam usaha pengembangan
kota ;
menyelenggarakan kerja sema antar kota ;
menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan
kearsipan g¢erta urusan rumah tangga Biro ;
menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penye-

diaan data,
Pasal 15.

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas
mempersiapkan Ketentuan - ketentuan tentang penggabu-
ngan, pemekaran dan penghapusan Desa ;
mempersiapkan ketentuan - ketentuan tentang pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pamong
Desa, serta mengawasi pelaksanaannya
mempersiapkan ketentuan - ketentuan tentang penyeleng-
garaan dan pengamanan Pemerintah Desa;
mempersiapkan  petunjuk - petunjuk tentang penghasilan
Desa dan penggunaannya serta pemelibaraan harta benda
kekayaan Desa,
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Pasal  16.

Bagian kependudukan mempunyai tugas
mempersiapkan ketentuan - ketentuan tentang pendatiaran
penduduk termasvk orang acing dan ketentuan tentang
kartu penduduk.
menyusun petenuk - petusjuk tentang pombuatan akte
perkawinan. ek Lelihiran, akto pengenal dan lain -
lain akte sesuai dengar peraturan perundangan yang ber-
laku

merencanakan segala usaha dan b ginlin wituk mempor
lancar pelaksanaan tratsmigrasi Jok:

il muupun nasional

merencanakan, mengkordinasi, membina segata usuha dan

kegiatan yeng bersengkutan denrar mas: luh ketenagaan

kerjasan dan perburuhan di Daerah,

merencanakan segala usaha dan kegiaan wituk memper-

lancar pelaksanaan keluarga berencana

Tasal 17,

Bagian ketertiban mempunyai tugas

meagikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan me-

nganalisa laporan - laporan dan peristiwa - peristiwa yang

menyangkut ketentraman dan ketertiban,

menyusun petunjuk - petunjuk pengemauan pelakeanian

Peraturan Dacrah dan Peratusan Perundang - “uzdangan

lainnya serta mengadakar, hubungar: denpan ivstansi luin

dalam  rangka intensifikasi penyidikan terhadap pelang-

garan Peraturan Daervah dan Peraturan Perundang - un-

dangan lainnya | i

turut merencanakan ponyelesaian perselisihan perburuhan:

mamberikan pertimbargan yang berhubungan dengan lega-
litas dan pemberian izin ;

mompersiapkan rencana penggunaan kekuatan Polisi Pa-
mong Praja dan Pertahanan Sipil. mengadakan hubungan de
ngan Tustansi lain uniuk mengikut vsaha dan kee'atan P

=

binaar: dan penggunaan kekuatan polisi pamong praja dan
pertahanan Sipil, serta mempersiankan laporan hasil usa-
ha, kegiatan pembinasn dan penggunann kekuatan Polisi
Pamong Praja dan Pertzhanan Sipil,
g !
Bagian Keempat
Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana,
Pasal 18
Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana meampi-

nya tugas melaksanakan sebagian tugas Sckretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I dalam bidang Hukum dan Organisasi &
Tatalaksana,



Pasal 19,
Untuk mienyelenggarakan tugas tersebut pasal 18. Bi-

to Hukum dan Organisasi & Tatalaksana mempuuyai fungsi :

a.

merumuskan dan meneliti peraturan Daerah dan mem-
persiapan  Keputusan, miengenai pepgesahan, penanggn
han, atau pembatalan Peraturan Daerah Tingkat II;
memberikan bantuan hukum dfidalam dan dilvar Penga-
dilan; ,

mengikuti dan mengolah perkembangan hukum;
melakukian penelitian dan pengembangan organisasi dan

! ketatalaksanaan serta melaksagakan wrusan tata usaha

Biro; _
melaksanakan Kkegiatan perpustakaan:
Pasal 20.
Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana terdiri

dari :
a. Bagian Perundang - undangan;
b. Bagian Tata Hukum;

C.
d.
e

C.

d,

b,

.

Bagian Organisasis
Baglan Ketatalaksanaan;
Bagian Perpustakann.
Pasal 21:

Bagian Pefundang - undangan mempuliyai tugas :
mengikuti perkembangan hukwn pada wmumnya dac khu-
gusnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
mengadakan penelitian, pergumpulan dan pengclahan data-
data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah
Daerah;
membuat dan meneliti Peraturan Daerah atau Keputusan
Kepala Daerah;
meneliti dan mempersiapkian  keputusan pengesahan pe-
nangguhan atau pembatalan Peraturan Dacrah Tingkat IT;
menyelenggarakan pencerbitan Lembaran Daerah.

Pasal 22.

Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :
menyelesaikan perscalan ~ persoalan hukum yang menyang-
Lkut bidemg tugas Pamerintah Daerah;
memberikan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadi-
Jan kepada pegawai dalam lingkungan penerintahan di da
erah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasam;

Pasal 23.

Bagian Organisasi 'mempunyai tugas :
mengumpulkan, mensis - timatisasikan dan mengolah ba-
han yang diperlukan;
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d,

b.

C.

mempelajari, menganalisa, meailai dan memajukan $aran
perbaikan rumusan tujuan, sasaran dan fungsi serta susj-
nap organisasi semua satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Daerah;

menyelenggarakan surat - menyurat, pengurusan surat dan
(kearsipan serta urisan rumah tangga Biro;
menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan p2nye-
diaan data.

Pasal 24.

Bag'an Ketatalaksanaan mempunyai tugas
mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data-
data dan bahan yang d perlukan;
mempelajari, menganal'sa, menflai dan memajukan sacan,
peibaikan sstim, tata cara. matede,  beban kerja  dan
ukuran kerja;
menganal’sa, menilal dan merumuskan penctapan ukjran,
jenis dan kwalitas sarana kerja bagi semua satuan orga-
nisasi dalam l'ngkupgan Pemerinkah Daeruah;

Pasal 235,

Bagian Perpustakaan memphyai tugas
merencanakan keperluan penpustakain "
memelihara buku dan alat-alat perpustekaan la‘nnya sertn
memelihara administras nya;
mengatur peminjam. biku—Dbukiu.

Baglan Kelima
Biro Keuangan
Pasal 206,
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan so

Fa

bagian tugas Selretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 dalam bi-
dang keuangan.

26

i

b,
c.

Pasal 27.
Urtuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal

, Biro Keuangan mempunyai fungsi

mempersiapkan bahan dan menyusup anggaran Pendapas
tan Belanja Daerah dan melaksanakan tata usaha Biro;

mengelola administrasi keuangan Daerah;

mengadakian penilaian pelaksasaan anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

membina pelaksanaan penyiisunan dan pengelolaan Apg:
garam pendapatan dun Belanja Daerah Bawahanm;
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b.
c.

mempersiapkan pepgesahan anggaran dan penetapan pet-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belemja Daerah Ba-
wahar;

menyusun rencana peraturan Daerah d'bidang Keuangan
Daerah;

meyumuskan petunjuk - petunjuk melaksanakan Peraturan
Daerah dibidang Keuangan Daerah.

Pasal 28.

Biro Keuangan terdiri dari

Bagian anggaran;

Bagian Pembukuan;

Bagian Perbendaharaan;

Bagian Anggaran Daerah Bawahan,
Pasal 29.

Bagian anggaran mempunyai tugas
mener'ma  dlan mepigolah rencana anggaran belanja dari
Biro - Biro dalom lingkungan Sckretariat Wilayah / Daerah
Tingkat 1, Dinas - d'mas Daerah dan subsidi kizpada Dae-
rah Bawghan serta menyusua rencana anggaran pendapa-
tan;
menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan petunjuki-petunjuk
tentangy pelaksanaan anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Daerah;
menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang peng-
gungan Anggaran Belanja Daerah
membantu penyelesaian urusan keuangan bire-biso dalam
lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1, Dinas-
dimas Daerah, dan Daerah Bawahan;
menyiapkan Surat Keputuean Otoriassi;
menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan
kearsipany serta udisan rumah tangga Biro;
menyelenggarakan peumusan naskah laporan dan penye-
diaan data,

Pasal 30,

Bagian pembukuan mempunyai tugas
mepgadakan tata pembukuan secara sistimat's dan krono-
log's dari penerfmaan ~ penerimaan menurit sumbernya
dan pengeluaran menurut tujuannya;
mempersiapkan baban penyfusunan perhitungan anggatan
Daerah;
mengadakan pemeriksaan/penelitian realisagi anggaran ru-
tin dan pemboagunan; _
mengadakan pemeriksaan penilaian terhadap pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran vang,
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Pasal 3{,
szg jan Perbendaharaan mempunyal tugas :

4. menerbitkan surat perintah menagih penermaan;

b. menguji kebemaran penagihan dan penerbitan Surat Pe-

rintah Membayar Uang atas dasar keputusan otorisasi;

membina ketata usahaan kienangan dan pengembangan ke-
terliuan dibidang keuangan;

d. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan pe-
nyelesaian masalah - masalah perbendaharaan dan ganti
rugi;

e. mengurus pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan
Bendaharawar.

©

Pasal 32.

Bagian Anggaran Daerah Bawahan memplunyai tugas :

a. miemeriksa dan  mempersiapkan  keputusan  pengeszhan
anggaran  dan  penetapan perhitungan anggaran Daerah
bawahan;

b. mempersiapkan petinjuk - petunjuk tehnis dibidang penyu-
sunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bawahan,
pengurusan. pertanggungan jawab dan pengawasan keua-
pngan Daerah Bawahan;

¢. memberikan bantuan tehnis dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Bawahan,

Bagian Keenam 4
Biro Perckonomian
Pasal 33,

Biro Perckonemian mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 dalam
bidang perekionomian.

s
Pacal 34,

Untuk menyelenggaraldan tugas tersebut pasal 33
Biro Perekonomian mempumnyai fungsi ;

a. membina, mendorong dan mengembangkan perekcnomian
masyarakat, prasarana perekonom jan masyarakat, perusa-
haan Daerah dan perbankan Daerah eerta melaksanakan
arrusan tata usaha Biro;

b. mengembangkan dan mengelola lalu lintas komoditi dan
trayek - trayek transportasi sesuai dengan pe1atu1an per«
undang - undangan yang berlaku,

Pasal 35,
Biro Perekonomian terdiri dari
4. Bagian Pembinaan Perekonomian masyarakat;
b. Bagian Pembinaan Prasarana Perckonomian Masyarakal,



c. Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Da-
erah.

Pasal 36.

Bagian Pembinaan Perekonomian Masyarakat mem-

pugyai tagas -

a. mendorong budi daya perkembangan perekonomian mas-
yaraldat;

b. mendorong peningkatan pengolahan hasil perekonomian
dan keg'atan perindustrian masyarakat;

c. mendorong pembinaan tata nfaga hasil produksi rakyat;

d. menyelenggarakan surat - menyurat pengurusan surat dan
kearsipan serta urwsan tumah tangga Biro;

e. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penye-
diaan data,

Pasal 37.

Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Masya-
rukat mempunyal tugas
A, mengatur trayek! - trayek transportesi ;
B, mengusahakan kelancaran lalu lintas komoditi;
¢. mengatur lalu lintas Komod'ti;
. membna peningkatan sarana dan prasarana perekonomian

‘masyarakat;
Pasal  38.

Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah
mempunyai tugas
a. mengumpulkan mensistimatisasikan dan menganalisa data -
data dibidang perusahaan Daerah dan Perbankam Daerah;
b, mener'ma, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan
laporan dari perusahaan - perusahaan Daerah dan perban-
kan Daerab;
¢. merencamakan dan mempersiapkan  ketentuan - ketentuan
untuk membina perusahaan Daerah dan Perbankan Dae-
rah;
d, merencanakan pengemibangan Perusahaan Daerah dan Per-
barkan Daerah;
¢, mengikuti keglatan - kegiatan Perusahaan Daerah dam
Perbankan,
Bagian kietujuh
Biro Pembangunan
Pasal 29.
Biro Pembangunan mempuayai fugas melaksanakan se-
bagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dalam
rangka pembangunan yang d'biayai depgan anggagan Penda-
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patan dan Belanja Dacrah Tingkat I, bantuan Pembangunan
dan dana-dana Pembangunan lain dari Pemerintah Pusat.
Pasal’ 40.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 39, Biro

Pembangurian mempunyai fungsi

a. melakukan kordinasi penyusunan program ‘tahunan Pem-
bangunan Daerah dalam lingkyngan Sekretariat Wilayah/
Daetah Tingkat [ dan kesatuan Organisasi lain yang di-
tugaskan kepadanya;

b. mengadakan pengendalinn secara tehnis dan administratip
dalam rangka pelaksanaar pembanguran Daerah yang di-
bayal dengan anggaran Peadapatan dan Belanja Daerah,
bantuan Pembaogunar dan Dana - dana Pembangunan
lainaya dari Pemerintah Pusat; :

¢ menerima, mengumpulkan dan mengolah data atau laponan
pelaksanann Proyck Pembangunan secara  s'stmatis  dan
menuangkan dalam bentuk tertentu;

d. menyusun bahan laporan mengenai pelaksanaan program

tahunar Pembangunan Daerah;

melaksanakan usaha - usaha dalam rangka kegiatan pro-

mosi; pembangunan Daerah dan memperlancar hubungan

kerja timbal balk antara Pemer'ntah Daerzh dan Peme-
rintah Pusat, '

e

Pasal 41,
Bagian Pembangunan ferdiri dari ; ¢

a. Bagian penyusunan pelaksazaan program:

b. Bagian pengendalian peloksanaan program,

¢. Bagian Evaluasi dan Pelaporan:

d. Bagian Promosi Pembangunan Dacrah,

Pasal 42,
Bagian Penyusuran Pelaksanaan Progrom, mempunyai
tugas

a.. menenimla, meminta dan mengelah bahan - bahan urduk
petyusunan program pembangunan Daerah yang diajukan
olehh Biro - Biro pada Sckretariat Wilayah/Daerah Tingkat
I dan satuan Oiganisasi lain yang ditugaskan kepadanya,
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Tungkat I, Pantvan Pusat dalam rangka kordinasi
peayusuran program pembangunian Daerah;

b. melakukan analisa dan pengolahan bahan - bahan dalsm
rangka merumuskan program tahpnan pembangunan Dae-
rah.

Pasal 43,

[ Bagian Pengendalian. Pelaksanaan Program mempu-
Iyal tugas : :



b.

d.

d.

L]

menyiapkan pedoman dan memberi petutijuk cara pelak-
sanaan pembangunan yang dibiayai oleh Amnggaran Pea-
dapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, bantuan Pemba-
ngunan dan dana - dana Pembangunan lain dari Pemerin-
ath Pusat;

menyiapkan rancangan surat - surat keputusan di bidang
administrasi dalam rangka pelaksattaan program pemba-
gumian Daerah Tingkat I Daerah Tingkat IT dan Pemba-
ngunan - pembangunan lainnya;

mengikuti perkembangan pelaksanaan program psmbangu-
nan yang diblayai dengan Ajnggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Tiagkat I, banfiem Pembangunan dan Dana-
dana Pembangunan lain darl Pemeriptah Pusat;
menyiapkan saran penyemplurnaan dan  penyusunan pe-
lakisaraan program pembangunan Daerah.

Pasal 44,

Bagi evaluasi dan Pelaporan mmpunyai tugas
mengunipalken data - data pelaksanaan program pemba-
bangunan :
mengolah data - data pelaksanaan program Pembangunan
secara sistematis dan menuangkannya dalam bentuk - ben
tulk, tertentu,
menyusun bahan laporan pelaksanaan progrom pembangu-
nan Daerah ;
menyelengearakan surat  menyhrat, pengutiisan surat dan
kearsipan serta urusan mwmah tangga Biro ;
menyelenggarakan perumusar  naskah laporan dan penye
diaan data,

Pasal 43.

Bagian promosi Pembanginan Daerah mmpunyai tu-
gas
melaksanakiam usaba2 dalam rangka kegiatan dibidang pe-
ningkatan promesi pembangunan Daerah .
mempetlancar hubungan kerja timbal balik antara Peme-
rintall Daerah dan Pemeriatah  Pusat dibidang peningka-
tair perbanguran Daerah
melakukian tugas - tugas lain yang dicerahkan kepadanya.

Bagian kizdelapan
Biro Kesejahteraan Rakyat
-~ Pasal 4o.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksa-

nakan scbagian tugap Sckretariat Wilayah/Dacrah Tingkat 1
dalam bidang kescjahteraan rakyat.
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Pasal 47,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 46 Biro

Kesejahteraan Rakyat memprnyai fungsi

il.

b

.

o

d.

o

merumuskan usaha dan kegiatan peningkatan dalam bi-
dang kesejahteraan rakyat;

imehgatur, mengarahkan dan  mengkordinmsikan  usaha
peningkatan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan wru-
san tata wsaha Biro;

mengatur perizinan wusaha sosial sesuai dengan peraturan
perundang - uadangan yang berlaku.

Pasal 48.
Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari
Bagian Sosial;
Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
Bagian Keschatan Masyarakat.

¥

Pagal 49,
Bagian Sosial mempunyai tugas
mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengabalisa data
- data yang berhubungan dengan penderita cacat, tuna
karya, tuna wisma, panti asuhan, Eorbun bepcana. alam
dan la’n - lain;
mepgatur pemberian izin usaha - usaha sosial ryimg berhu-
bungan dengan iz pertutjukan - pertujukan, keramaian,
lotere, pasar ‘malam, dan lajn-lain;
merencanakan daln mengatur pemberian bantuan kepada
Badan - badan Sosial, dan mangkoordinasikan perenca-
naan perimahan rakyat;
mengkoordinasikan, mengatur dan mengawesi pemberian
bamtuan pertama kepada korban beacana alam;
memelihara hubungan dan kerjasama depgan Palang Me-
rah Indenenia, Dinas Keschatan, Badan Pemadam Keba-
karan dan laln-lain dalasm rangka membantu korban ben-
cana alam;
menyelenggarakan surat - menyurat. pengurusan surat dan
Kearsipan serta urusam rumah targga Biro;
menyelenggarakan perumusan maskah laporan dan penye-
d'aany data,

Pasal 50.

Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mem-

punyai, tugas

a.

mengumpulkan, measintematisas’kan dan menganalisa data
- data dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan ;

?



b. melaksanakan pemberiar bantuan terhadap ussha masya-
rakat di bidang keagamaan;

c. mengkordinasikan perencanaan usaha - usaha untuk me-
mupuk kepercayaan rakyat dalam bidang keagamaan dan
kepercayaan masing - masing;

d. merencanakan usaha - usaha peningkatan kervkupan hidup

beragama;

membantu Enptansi yang bertugas dalam  bidang urusan

haji;

L]

f. " merencanakan pemberian bantuan terhadap usaha mazga-
rakat dibidang pendidikan dan kebudayaan;

g. merencanakan usaha - usaha untuk meningkatkan keolah-
ragaan, kepramukaar dan kepemudaan,

Pasal 51,
Bagian Keschatan Masyarakat mempunyai tugas

a. mengumpulkan, mensistematisasikan dar menganelisa data
- data dibidang kebersihan dan keschatan masyarakat;

b. mengkoordinasikan usaha - usaha untuk meningkatkan ke-
bersihan dan kesehatan masyarakat;

¢, mengkoordinasikan — perencanaan  penambahan  rumah -
rumgh sakit dan balai pengobatan, pemberantasan penya-
kit menular, pengawasan terhadap rumah sakit dan peru-
sahaan obat - obatan, perusahaan bahan makanan dan
lain - lain dalam rangka usaha menjamin kesehatan mas-
yarakat;

d. mengkoardinasikan perencanaan di bidang keluarga beren-
cana dan peningkatan mutu gizi makanan rakyat,

Baginn  kesembilan
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pasal 52,

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian tupas Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat 1 dalon bidang umum, hubungan
masyarakat dan protokol,

Pasal 53,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebul pasal 52,
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai
fungsi
a. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan;
b, melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Femerin-

tah Daerah Tingkat I; '
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melaksanakan urusan  dan  kegiatan keamanan kedalwm
terhadap personil, materiit dan informasi:

mengadakan hubungan dengan Lembaga resmi dan mas-
yarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian in-
formasi;

melakukan uvrusan protokol dan perjalanan dinas,

~ Pasal 54,

Bire Umum, Hubungar Masyarakat dan  Protokol

terdiri dari

.
b.
C.
d,
¢,

b.

d,
e,

o=

Bagian Arsip dan Ekspedist

Bagian Rumah Tangga;

Bagian Pengamanan, Sandi dan ‘Telekomunikasi:
Bagian Huhungan Masyarakat;

Bagian Protokol dan Perjalanan.

Pasal 53,

Bagian Arsip Ekspedisi mempunyai Lugas
menerima dan mengagendakan surat - surat masuk serta
menyampaikan kepada yang berkepentingan;
menyelenggarakan segala pekerjuan ik,
mempetbanyak surat - surat menurut keperluan;
mengagenda dan mengirim surat - surat keluar;
menyelenggarakan dan membina kearsipan dan tata nas-
kah,

o Pasal 50,

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas

.mu!}d nggarakan administrasi dan inventarisasi harta ben-
da Sckretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
mengurys  penyediaan,  penyimpanan  dan  pengeluaran
barang - barang untuk keperluan Femerintah Daerah;
mengurus keperiuan rumah jabatan Gubernur Kepala Da-
x.mh dap rumah jabatan lainnya; :

engurus penggunaan dan pc.tnellham.,ln kendaraan dinas
St.i\mtmmt Wilayah/Daerah Tingkat Lt
menyedinkan tempat dan kup«’:rl‘u:un rapat dan -pertemuan
dinas lainnya;
menyelenggarakan pengamanan fisik Kantor Gubernur Ke-
pala Daerah;
mengatur dan memelibara kebersihan ruang k*mlnr dan
pekarangannya,




Pasal 57.

Bagian Penpamanan, Sandi dan Telekomunikasi mem-

punyal tugas

a.

b.

b.

(H

menyusun petunjuk - petunjuk tentang pengamanan infor-
masi, personil dan materiil;

merencanakan kegiatan - kegiatan pengamanan informasi,
personil dan materiii;

mengirin, menerima dan menyampaikan berita sandi dan
berita - berita lainnya;

membina, mengembangkan dan memelihara alat - alat san-
di dan Telekomunikasi; .
mengatur jaringan hubungan komunikasi

Pasal 58
Bugian Hubungan Masyarakat mempunyal tugas @
mengikuti sepala  kegiatan Pemerintah Daerah, Instansi -
instansi Pemerintah Jainnya dan perkembangan yeng ter-
jadi didalam masyarakat;
menjadi Juru bicara Pemerintah di Daerah resuai dengan
petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah;

mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pembe-
ritaam;

menyelenggarakan  penerbitan dan mengatur  penycbaran-
nya.

Pasal 59,
Bagian Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas :

mempersigpkan  acara  perjalaran  Pimpinan Pemerintah
Daerah; '

mempersiapkan penerimaan tamu - tamu Pemerintah Dae-
rah;

mempersiapkan upacara - upacara pelantikan, rapat-rapat
dinas dan pertemuean - pertemuan lninnya yang diseleng-
garakan oleh Pemerintah Daerah;

mengatur urusan Protokol lainnya;

mengurus perjalanan dinas.

Bagjan kesepuluh

Biro Kepegawaian dan Pendidikan & Latihan.
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Pasal 60,

Biro Kepegawaian dan Pendidikan & Latihan mem-
punyai tugas melaksanakan scbagian tugas Sekretariat Wila-
yah/Daerah Tingkat T dalorn bidang kepepawainn dan Pen-
didikan & Latihan,

Pasal 6l.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 60,

Biro Kepegawaian dan Pendidikan & Latihan mempunyai

fungsi

a. mempersiapkan peraturan Daerah dibidang kepegawaian:

b. melaksanakan administrasi kepegawaian; '

c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mening-
katkan kesejahteraan pegawai;

d. melakukan kegiatan pembinaan karier pegawai serla uou-
san tata usaha Biro;

e. melakukan segala sesuatu yeng wmenyangkut kedudukan hu-
kum pegawai;

f. merencanakan dan melakukan pendidikan untuk pening-
katan kemampuan pegawdi.

Pasal  62.
Biro Kepegawaian dan Pendidikan & Latihan terdiri

dari

a. Bagian umum Kkepegawaian;

b. Bagian Pengembangan karier Pegawai;

¢. Bagian Kepegawaian Daerah:

d. Bagian Kepegawaian Pusat;

¢. Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawal

Pasal 63,

Bugiay Umum Kepegawaian mempunyai tugas

a. mengikuti perkembangan peraturan perun: lang - undangan
d]b1d'1nu kepegawaian;

b. menyelenggarakan segala cesvatu mengenai kedudukan hu-
kum pegawai;

c. menyelenggarakan surat menyurat, pbllé,l.l!‘ll&dﬂ surat dan
kearsipan serta urusan rumah tangga Biro;

d. merencanakan dan mengurus kegiatan untuk meningkat-
kan kesejahteraan pegawai, menyelenggarakan balai pe-
ngobatan dan perumahan;



e. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penye-
diaan data.
Pasal 64,
Baginn Pengembangan Karier Pegawai mempunyal
tugas

a. mengumpulkan dan mengolah data pepawai untwk peien-
canaan kepegawaian;

' b. merencanakan susunan kepegawaian (formasi);

¢. mempersiagkan segala usaha yang berhubungan dengan
pemberian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai;

d. merencenakan pegawai yang mengikufi viinn dinas untuk
kenaikan polongan,

# Pasal 63,

Bagian Kepegawaian Duoerah mempunyai tugas :

a. molakukan penyelesainn administrasi kepegawaian menge-
nai pengadagkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pe-
mindahan pemberhentian, pemberhentian sementara, per-
siyn, cuti, tughs belajar, hukuman jabatan dan lain - fain
mengenai pegawai Daerah;

b, menyusun daftar urut kepangkatan pegawai Dacrah scka-
li setahun;

¢. ‘memelihara daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (con-
duite staat);

d. mempersiapkan data kepegawaian Daerab,

Pasal 66,
Bagian Kepegawaian Pusat mempunyai tugas :

@, mzlaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian me-
mgenai pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pe-
nundahan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pen-
siun, cuti, tugas belajar, hukuman jabatan dan lain-lain
mengenai Pegawai Pusat;

b. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai Pusat;

¢. imemelihara daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (con-
duite staat);

d. mempersiapkan bahan - bahan untuk kebijaksanaan pe-

ngolahan data kepegawaian Pusat,



)

i:-’asal 67.

Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai
tugas

a, menyusun program pelaksanaan pendidikan, kursus dan
latihan dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

b. membina dan mengkordinasikan pendidikan, kursus dan
latihan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah;

¢. menghimpun, meneliti dan mengembangkan materi-materi
pendidikan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan ke-
giatan Pemerintahan dan Pembangunaun;

d. memberikan penilaian dan laporan terhadap hasil penye-
lenggaraan pendidikan, kursus dan latihan pegawai,

Bagian  Kescbelas,
Biro Perbekalan dan Perawntan Materiil.
Pasal 68,

Biro Perbekalan dan Perawatan Materiil mempunyai
tugas melaksanakar: sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Da-
erah Tingkat T dalom bidang perbekalan dan perawatan ma-
teriil. - '

Pasal 69, ;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebul pasal 68 Biro
Perbekalan dan Perawatan Materiil mempunyai fungyi
a. menyusun rencana kebutuhan perbekalan
b. mengusahakan rencadaan perlongkapan dan perbekalan
c. memelihara dan mengurus  perlengkapan
d. menyimpan, mendistribusikan perlengkapan dan perbeka-

law serta mengurus tata usaha Biro ; »
e. menyelenggarakan administrasi perbekalan  dan materiil.
Pasal 70,

Biro Perbekalan dan Perawatan Materiil tevdiri dari
a. Bagian Analisa Kebutuhan
b. Bagian Pengadaan
c. Bagian Penyimpanan dan Perawatan
d. Bagian Distrilbyusi.

Pasal 71

Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas
a. menerima, mengumpulkar, mengklasifikasikan, mengana-

lisa dan mengevaluasi data kebutuhan

3



b,

d.

b,
Cp

b.

.

C.

(1).

mempersiapkan dan merumuskan rencana kebutuhan pér-
bekalan Pemerintah Daerah
melakukan verifikaci, mempersiapkan kebijaksanaan inves-
tarisasi dan penghapusan perlengkapan ;
menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan
kearsipan, serta uruyan rumah tangga Biro
menyusun laporan dan penilaian penyediaan data perbe-
kalan.
Pasal 72,

Ragiar Pengachan mempunyal tugas

mengikuti perkembangan dan pengumpulan infonmasi har

ga serta inenilai mutu perbekalan yang diperlukan  Pe-
imerintah Daerah

menyelenggacakan tender
menyelenggarakan pembelian perbekalan dan materiil yang
diperlukan olch Pemerintah Daerah.
Pasal 73.
Bagian Penyimpanan Perawatan mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pengelua-
ran perbekalan ;

mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan pemelihara-
an dan pengamanan barang - barang dalam gudang

mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk -
petunjuk tehnis pemeliharaan serta mengikuti — perkemba-
mgan pelaksanaan

menyelenggarakan pemeliharaan perumahan  dinas.

Pasal 74.

Bagian Distribusi mempunyai tugas
menyelenggarakan distribusi barang dan mengatur peng-
angkutannya
melakeanakan administrasi barang - barang yang didistri-
busikan
merencanakan dan memelihara administrasi  penghapusan
barang - barang,

Bagian Keduabelas
Tata Kerja
Pasal 75.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Wilayah/Dae-~
rah Tingkat 1, para Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
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Tingkat 1, para Kepala Biro dan Kepala Bagian mene-
rapkan prinsip  kordinasi, integrasi dan  sinkronisasi,
secara vertikal dar horizontal ;

(2). Setiap pimpinan satuan organizasi dalam lingkungan Se-
kretariat Wilayah / Daerah Tingkat 1 bertaaggung jawab
memimpin  dan mengkordinasikan bawahannya masing?2
dan memberikan bimbingan serta petunjuk2 bagi pelak-
sanaan tugas bawahannya, .

Pasal 76,

(1). Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mema-
tuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepad:
atasan masing - masing dan menyampaikan laporan padu
waktunya ;

(3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan or-
ganisasi dari bawahan, diolah dan vipergunakan cebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mem-
berikan petunjuk - petunjuk kepada Lawahan,

Pasal 77,

Para Kepala Bagian menyampaikan laporan pada wak-
tunya kepada Kooaola Biro sesua dengan bidang tugasnya dan
para Kepala Biro menampung laporan tersebut dan menyusuii
laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada As-
sisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 sesuai dengan
bidang tugasnya dan selanjulnya Assicten Sekretaris Wilayah/
Daerah Tingkat I menampung laporan Kepala Biro tersebut
dan menyusun laporan berkala Sckretariat Wilayah/Daerah
Tingkat T. .

Pasal 78,

Dalam menyampaikan laporan kepaffa atasan. tembu-
san laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsionil mempunyai hubungan kerja.

Pasal 79,

Dalam melaksarakan tugasnya setiap pimpinan satu-
an organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawa-
hannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawa-
hart masing - masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 80,

Kepala Bagian Pengama nan, Sandi dan Telekomunikasi
dalam menjalankan tugasnya taktis operasionil borada diba-



wah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I, sedang tehnis administratip berada cdan bertang—
gung jawab kepada Kepala Biro Umum, Hubungan Maryarakat
dan Protokol,

BAB IIL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT 1
Bagian Ketigabelas
Kedudukan, Tugas Pokok,
fungst dan Susunan Organicasi

Pasal 81.

(1), Sekretariat Dewun Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat |

« adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Per-
wakilan Rakyat Dacrah Tingkat [ dalom menyelenggara-
kan tugas dan kewajibannya

+ (2). Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1

dipimpin oleh seorang Sekretaris Déwan Perwakilan Ruk-
yat Daerah Tk, 1.

Pasal 82,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat

I mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan sidang - sidang, pengurusan
rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Tingkat I.

Pasal 83,
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pusal

82, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
mempunyai fungsi

o,

koordinasi dulam arti mengatur Can membing kerjasamn
mengintegrasikan dan  mensinkronisasikan seluruh penyey
lenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I;

perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengo-
lah, menelaah dan mengkordinasikan perumusan kebijak-
sanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting-
kat T; .4

pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata
usaaa, mengelola dae membina kepegawnian. menge’oln
Keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Tingkat T ;
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menyelenggarakan persidangan dan pembuatan  risalah
rapat2 yang diselenggarakan olch Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Tingkat I ;

keamanan dan ketertiban dalam arti memelihava dan mem-
bina keamanan serta ketertiban kedalam.

Pasal 84.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ter-
diri dari

a.
b.,
e.

a.

Bagian Umum ;
Bagian Persidangan 'dan Risalah ;
Bagian Keuangan.

Pasal 85,

Bagian Umum mempunyai tugas
mempersiapkan fagilitas - fasilitas rapat - rapat Dewan ;
mempersiapkan rencana perjalanan p'mpinan dan anggo-
ta2 Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat I;
mengurus rumah tangga, rumah2 jabatan dan gedung2 De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
mengurus kendaraan2 dinas dan inventaris2 lainnya dan
menyelenggarakan keamanan pada Kantor Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah Tingkat 1; .
melaksanakan pekerjaan surat - menyurat yang diperlukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1.

Pasal 86.
Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :
menyelenggarakan pembuatan risalah rapat - rapat yang

diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I 3
mempersiapkan penerimaan tamu - tamu pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I

; W
mempersiapkan rapat2 yang diselenggarakan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 baik' soal adminis-
trasi maupun tata tempa.

Pasal 87.
Bagian Keuangan mempunyai tugas
merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I -



b. mengurus keuangan untuk keperluan Dewan dan Sekretzo-
riat Dewan Perwakilan Rak at Daerah Tingkat 1

c. menyusun laporan keuangan Sekretarizt Trewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah Tingkat I,

Bagitan Keempatbelas
Tata Kerja

Pasal 8B.

Sekretar'at Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Tiag kat
1 dalam menjalankan tugasnya bertanggung, jawab kepada Ke-
tua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 dan tehn's
administratif mengikoti potuniuk? dan dibima oleh Sskeeta-
riat Wilayah/Daerah Tingkat T.

Pasal 89,

(1), Dalam melaksanakan tugasoya Sekretaris Dewan Perwa-
Kilar Rakyat Dacrah Tingkat 1 dan para Kepala Bagian
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisa-
si, 3

(2).. Setiap pimpiban satuar orgenisasi dolom lingkungan Se-

kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Tingkat 1

bertanggung jawab mem'mpin dan mengkordinasikan ba-

wahannya masing2 dan memberikan bimbingan  serty
petunjuk? bagi pelaksanaan tugas bawahanoya,

Pasal 90,

(1). Setiap Pimpinan dalom satuan Organisasi wajib mengi-
kuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan
laporan Lerkala pada waktunya;

(2). Sump l:upm an yang diterima oleh Pimpinan satuan Or-
ganisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan se-
bagai bahan penyusunan I1pmm lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk2 kepada bawahan,

BAB IV.
LAIN - LAIN
Pasal 91.
Bagian dibagi sebanyak - banyaknya 4 (empat) Sub.

Bagian, yang ditetapkan oleh (“iih“:.w Kepala Daerah Ting-
kat I
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Pasal 92,

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepe-
gawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan per-undang-
undangan yang berdaku,

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 93.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kepu-
tusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 23 Ok-
tober 1972 No. 389/AP;14/4/1043 dan ketentuan-ketentuan
lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak ber-
laku lagi.

Pasal 94,

Hal - hal yang belum diatur dalom Peraturan Daerah
ini akan diatur denganr Keputusan Gubernur Kepala Dacrah
Tingkat I sepanjang mengenai pelaksanaannya,

Pasal 95.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah L)en:pu.s'a‘r, 12 Juli 1976.
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Gubernur Kepala Daerah
Ketua; Tingkat I Bali ;
t.t.d. t.t.d.
(I GUSTI NGURAH PARTHA ) (SOEKARMEN)
W Disahkan oleh Menteri Dalom Negeri R.I.

Dengan surat keputusan

Tanggal : 10 Maret 1977 No. : Pem. 10,12/2046
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

No, ; 24 tmngbal 11 Mei Tahun 1977,

Seri : D, No.

Sekretaris Wllay‘m / Daerah ng:\kclt I Bali,

t.1.d.
.7 ( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )
S R NIP, : 010023939,

B T o
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